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PERATURAN MENTERIKEUANGANREPUBLIKINDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 168/PMK.06/2018 TENTANG PENENTUAN NILAI BERSIH INVESTASI
JANGKA PANJANG NONPERMANEN DALAM BENTUK TAGIHAN

ABSTRAK : - Bahwa penentuan nilai bersih investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk
tagihan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018.
Bahwa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019, serta untuk memberikan pedoman
kepada Badan Layanan Umum dalam melakukan penilaian kualitas tagihan investasi
jangka panjang nonpermanen melalui Penyalur Dana (Executing Agency), perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangantentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih InvestasiJangka
Panjang Nonpermanen dalam Bentuk Tagihan.

Dasar Hukum Peraturanini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN
No. 4916), PP 63 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 166), Perpres 57 Tahun 2020 (LN
Tahun 2020 No. 98), Permenkeu Rl 168/PMK.06/2018 (BN Tahun 2018 No. 1718),
Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang dilaksanakan
dengan ketentuan: Dana Bergulir dan InvestasiJangka Panjang NonpermanenLainnya
yang disalurkan melalui Penyalur Dana (Executing Agency) dilakukan penyisihan
dengan memperhatikan kualitas piutang BLU kepada Penyalur Dana; dan Dana Bergulir
dan InvestasiJangka Panjang Nonpermanen Lainnya yang disalurkan melalui Penggulir
Dana (Channeling Agency) atau tanpa melalui Lembaga Perantara dilakukan dengan
memperhatikan kualitas Dana Bergulir dan Investasi Jangka Panjang Nonpermanen
Lainnya. Penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan yang disalurkan
melalui Penyalur Dana (Executing Agency) dan Penggulir Dana (Channeling Agency)
atau tanpa melalui Lembaga Perantara dilaksanakan dengan ketentuan: lancar, untuk
piutang tanpa tunggakan atau dengan tunggakan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari
sejak jatuh tempo pembayaran angsuran, dengan penyisihan sebesar 0,5% dari nilai
outstanding tagihan; kurang lancar, untuk piutang dengan tunggakan lebih dari 60
(enam puluh) hari dan tidak melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sejak jatuh
tempo pembayaran angsuran, dengan penyisihan sebesar 10% (sepuluh persen) dari
nilai outstanding tagihan; diragukan, untuk piutang dengan tunggakan lebih dari 180
(seratus delapan puluh) hari dan tidak melebihi 240 (dua ratus empat puluh) hari sejak
jatuh tempo pembayaran angsuran, dengan penyisihan sebesar 50% (lima puluh
persen) dari nilai outstanding tagihan; macet, untuk piutang dengan tunggakan
melebihi 240 (dua ratus empat puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran
dan berdasarkan keputusan manajemen telah dinyatakan diragukan tertagih
seluruhnya, dengan penyisihan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai outstanding
tagihan. Pembentukan penyisihan piutang dapat memperhitungkan nilai agunan
sebagaipengurang.

CATATAN : - Peraturan Menteriini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 November 2021 dan diundangkan
pada tanggal 15 November 2021.






